
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR              :   909.7Kep.109  -BKAD/2023
LAMPIRAN,      : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTURAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI CIREB0N,

Menimbang         :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan pasal 9
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata
Cara   Pelaksanaan   Penyelesalan   Tuntutan   Ganti   Kerugian
Daerah,    perlu   menetapkan   Keputusan   Bupati   tentang
Pembentukan  Majelis  Penyelesaian  Kerugian  Daerah  dan
Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat            :   1.     Undang-Undang    Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagainana telah diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten
Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun      1950     tentang     Pembentutan     Daerah-Daerah
Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1968
Nomor 31, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.     Undang-Undang    Nomor    28    Tahun     1999     tentang
Penyelenggara   Negqra   yang   Bersih   dan   Bebas   dari
Korupsi,    Kolusi    dan    Nepotisme    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahah
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   3851)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undahg
Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Hdana Korupsi (Lembarar. Negara Republik Indonesia
Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 4250);

3.     Undang-Undang    Nomor     17    Tahun    2003     tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



4.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana   telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta    Kerja    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2022  Nomor  238,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

5.     Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014     tentang
Administrasi       Pemerintahan        (Lembaran        Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5601)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta   Kerja    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2022  Nomor  238,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2005  tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   31,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 4488),  sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    35
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2016  tentang
Tata   Cara  Tuntutan   Ganti   Kerugian   Negara/Daerah
Terhadap    Pegawai    Negeri    Bukan    Bendahara    atau
Pejabat   Lain   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2016  Nomor  196,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan  Ganti  Kerugian  Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2019
Nomor  161);

9.      Peraturan Daerah Kabupaten cirebon Nomor 9 Tahun 2020
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Lembaral|
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Serf E,
Tambahan I.embaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53) ;

10.   Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021  tentang
Tata  Cara  Pelaksanaan  Penyelesaian  Tuntutan  Ganti-
Kerugian  Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2021  Nomor 58);



Menetapkan
KESATU

MEMUTUSRAN  :

Membentuk  Majelis  Penyelesaian  Kerugian  Daerah,  yang
selanjutnya  disebut  MPKD,  dengan  susunan  keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA                  :   Tugas dan wewenang Majelis penyelesaian Kerugian Daerah
sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  tercantum
dalam    Lampiran    11    yang    merupakan    bagian    tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA                 :   Dalam    melaksanakan    tugasnya,    Majelis    Penyelesaian
Kerugian  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum
KESATU   dibantu   oleh   Sekretariat   Majelis   Penyelesaian
Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan  Keuangan
dan    Aset    Daerah    pada    Bidang    Pengelolaan    Barang
Milik Daerah.

KBEMPAT            :   Pembiayaan   pelaksanaan   tugas   Tim   dibebankan   pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA                :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal  2   Maret   2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1.  Yth. Gubernur Jawa Barat;
2.  Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN   I

1.    Ketua
2.    Sekretaris
3.    An88Ota

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR               :   909.JKep.   log-BRAD/2023
TANGGAL            :   2   Maret   2023
TENTANG           :    PEMBENTUKAN  MAJELIS  PENYELESAIAN

KERUGIAN   DABRAH   DAN   SBKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN RERUGIAN DAERAli

SUSUNAN KEANGGOTRAN
MAJELIS PENYBLBSAIAN  KERUGIAN  DAERAH

:    Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon;
:    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten cirebon;
:     1.   Inspektur Kabupaten cirebon;

2.   Kepala    Badan    Kepegawaian    Dan    Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

3.   Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
4.   Kepala Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten

Cirebon.

BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN   11    :      KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON
NOMOR               : 909.5/Kep.109  -BKAD/2023
TANGGAL            :2   Maret   2023
TENTANG           :    PEMBENTUKAN  MAJELIS  PENYELESAIAN

KERUGIAN   DAERAH   DAN   SBKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN KBRUGIAN DAERAH

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1.   Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada  Diktum
KESATU   mempunyai   tugas   memeriksa   dan   memberikan   pertimbangan
kepada Bupati yang dilaksanakan melalui sidang.

2.   Majelis    dalam    sidang    untuk    penyelesaian    Kerugian    Daerah    bukan
disebabkan  perbuatan  melanggar hukum  atau  lalai  Pegawai  Negeri  Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang :
a.   memeriksa  dan  mewawancarai  pihak  yang  Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh    Hak/Ahli    Waris    dan/atau    pihak    yang    mengetahui
terjadinya Kerugian Daerah;

b.   meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

c.    memeriksa bukti yang disampaikan;
d.   melalui   Pejabat  Penyelesaian   Kerugian   Daerah   dapat  meminta  Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
e.    menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
f.    memberikan  pertimbangan  penghapusan  atas  uang,  surat  berharga,

dan/atau Barang Milik Daerah;
9.    melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
h.   melaksanakan  hal  lain yang diperlukan  dalam  penyelesaian  Kerugian

Daerah.
3.   Majelis  dalam  sidang  untuk  penyelesaian  Kerugian  Daerah  kepada  pihak

Yang  Merugikan/Pengampu/Ydng  Memperoleh  Hak/Ahli  Waris  dinyatakan
wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, mempunyai tugas dan wewenang :
a.   memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
b.   memutuskan  penyerahan  upaya  penagihan  Kerugian  Daerah  kepada

instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
c.    memutuskan  pertimbangan  penerbitan  Surat  Keputusan  Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara; dan
d.   melaksanakan  hal  lain yang diperlukan  dalam  penyelesaian  Kerugian

Daerah. /
4.   Majelis    dalam    sidang    untuk    penyelesaian    Kerugian    Daerah    terkait

penerimaan    atau    keberatan    Pihak    Yang    Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebana'n
Penggantian Kerugian Sementara, mempunyai tugas dan vyewenang:
a.   memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
b.   memeriksa  laporan  mengenai  alasan  tidak  dapat  diperolehnya  Sufat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
c.    menolak    seluruhnya,     menerima    seluruhnya,     menerima/menolak

sebagian    keberatan    dari    Pihak   Yang    Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

d.   memeriksa bukti;



e.    memeriksa          dan          meminta          keterangan          pihak          yang
Merugikan/Pengampu/Yang   Memperoleh   Hak/Ahli   Waris   dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

f.    meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

9.    melalui  Pejabat  Penyelesaian   Kerugian   Daerah   dapat  meminta  Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;

h.   memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i.    memberikan  pertimbangan  penghapusan  atas  uang,  surat  berharga,

dan/atau Barang Milik Daerah;
j.    memutuskan pertimbangan penerbitan  Surat Keputusan  Pembebanan

Penggantian Kerugian; dan
k.   melaksanakan  hal  lain yang diperlukan  untuk  penyelesaian  Kerugian

Daerah.

BUPATI CIREBON,



Y.

`   P.EMERINTAl,i KABUPATEN  CIREBON
BADAN KEulA`nGAN DAN ASET. DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No.12 Telp.  (0231 ) 830443S Fax.  8304400
Website : www.bkad.cirebonkab o.id  Email

S U M a E R-45611
bkad@cirebonkab.go`id

NOTA DINAS

Kepada
Dari

Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

Yth. Bupati Cirebon
Kepala   Badan   Keuangan   dan   Aset   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola

£A    Januari2023
909.51   |b(    IPF"D
Penting

Draf  Pembentukan  Majelis  Penyelesaian  Kerugian  Daerah  dan  Sekretariat
Majelis penyelesaian Kerugian Daerah                                                             `_    ``\    ri 4,

Th .,,. I-"Ill -----,   tL   l     `/\/V/

Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (3)  Peraturan

Bupati   Cirebon   Nomor  58  Tahun   2021   tentang   Tata   Cara   Pelaksanaan

Penyelesaian    Tuntutan    Ganti    Kerugian    Daerah    bahwa    dalam    rangka

Penyelesaian Kerugian Daerah, maka periu membentuk Majelis Penyelesaian

Kerugian   Daerah   dan   Sekretariat   Majelis   Penyelesaian   Kerugian   Daerah

yang ditetapkan dengan  Keputusan Bupati.

Bersama     ini     kami     sampaikan     Draf     Pembentukan     Majelis

Penyelesaian    Kerugian    Daerah    dan    Sekretariat    Majelis    Penyelesaian

Kerugian   Daerah  sebagai  dasar  pelaksanaan   kegiatan   Pengawasan   dan

Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH


